BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam penulisan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
berkenaan dengan analisis yuridis pelelangan barang jaminan oleh
pihak bank terhadap perbuatan wanprestasi nasabah bank menurut

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan

Tanah, yaitu:

1. Pelaksanaan pelelangan barang jaminan menurut Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah
dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak
tanggungan dengan fiat eksekusi maupun tanpa fiat eksekusi.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur ketika kreditur
melakukan tindakan pelelangan barang jaminan yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang ada bisa batal demi hukum berdasarkan
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beseta Benda-Benda yang Berkaitan
dengan Tanah.

B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap analisis vyuridis

pelelangan barang jaminan oleh pihak bank terhadap perbuatan
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wanprestasi nhasabah bank menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

benda yang Berkaitan dengan Tanah, ada beberapa hal yang perlu

dikemukakan, yaitu:

1. Sebaiknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) sebagai pelaksana lelang harus lebih memperhatikan
prosedur dan tahapan dari pelaksanaan lelang yang
memungkinkan diajukannya pembatalan. Mengadakan kegiatan-
kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam
tentang seluruh ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan
lelang parate eksekusi hak tanggungan, termasuk pasal-pasal
dalam undang-undang hak tanggungan baik dalam bentuk seminar
maupun diskusi dikalangan pejabat terkait dan masyarakat umum.

2. Penetapan limit/harga limit sebaiknya menggunakan jasa penilaian
independen untuk menaksir harga dari obyek jaminan yang akan di
lelangkan dan penilaian dari penilaian independen tanpa memiliki
kepentingan atas kreditur dan debitur, supaya menjamin kenetralan
dan professional dalam melaksanakan penilaian serta tidak ada

konflik kepentingan dengan barang yang dinilainya.
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